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ABSTRAK 
Kemandirian keuangan daerah danIpertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia menjadi salah satu 
target pemerintah daerah dalamLkeberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah, pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan 
kesejahteraan. Pada kenyataanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum tentu meningkatkan kesejahteraan. 
Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang masih belum merata pada setiap daerah menimbulkan ketimpangan 
pembangunan manusia pada daerah dengan presentase pertumbuhan ekonomi rendah. Hal ini terjadi karena 
pemerintah belum bisa menyediakan pelayanan publik. TujuanHpenelitian ini untukamengetahui’pengaruh 
kemandirianAkeuanganIdaerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunanWmanusia. Penelitian 
iniGmenggunakan data rasio keuangan  yang dianalisis  menggunakan regresi linier berganda. Analisis rasio 
digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah  pada kabupaten/kotaJdi Provinsi Bali. Hasil 
analisis menunjukkan secara simultan kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi 
berpengaruhSsignifikan terhadap.IPM, secara parsial kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh.positif dan signifikan terhadapPIPM. 
Kata Kunci : KemandirianIKeuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan IndeksDPembangunan Manusia 
 
ABSTRACT  
RegionalKfinancial independence and economic growth to human development is one of local government 
target in the successful implementation of regional autonomy. By increasing Local Original Income, local 
governments can finance the implementation of public services to improve their welfare. In fact the original 
income increase is not sure can improve welfare. In addition, economic growth which is still not evenly 
distributed in every region causes imbalance of human development in the region with the low economic growth 
percentage. This happens becauseEthe government has not been able to provide public services. The purpose of 
this study was to determine the impact of the regional financial independence and economic growth to human 
development. This study used financial ratio data and multiplePlinear regression analysis. Ratio analysis.was 
used to determine the level of regional financiall independence at the regency / city in the province of Bali. The 
analysis result showed that simultaneous regional financial independence, economic growth influenced 
significantly on the human development index, partially regional financial independence and economic growth 
influenced positively on the human development index.  
Keywords:9Regional Financial Independence, Economic Growth, and the Human Development Index. 
 
PENDAHULUAN, 
Desentralisasi fiskal adalah pelimpahanlwewenang dari pemerintah pusat untuk 
mengambil keputusanidan pengelolaan fiskal kepadaspemerintah daerah. 
Pelimpahanwwewenang tersebut selanjutnyaMdipertanggungjawabkan secara transparan 
kepada masyarakat yang bersangkutan (Boex, 2001: 13). SecaraI teoritis tujuan 
desentralisasii adalah menciptakanTpemerintahan yang efektiffdan efisien, membangun 
demokrasi lokalldanAmenghargai keragaman lokal, dan tujuan akhirnya adalah menciptakan 
kesejahteraan rakyat. Pengeluaran sektorr publik seperti:pendidikan dan 
kesehatan*merupakan faktor yangoomempengaruhi pembangunan padaasuatu 
daerahh(Astri,52013). Dalam memaksimumkanttingkat kesejahteraanimasyarakat, 
pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran publikk sepertiApendidikan, 
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kesehatan,mdan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehinggappengeluaran 
publikksuatu daerah pada era desentralisasi=fiskal*bergantung*kepada penerimaan 
daerahdyang berasal dari pendapatan-asli daerah, dana perimbangan,dan7penerimaan lain-
lain. Menurut Oates (1993))desentralisasi fiskalaakan mampusmeningkatkan pertumbuhan 
ekonomikkkdankkesejahteraanlmasyarakat,pkarenahpemerintahosublnasional atau  
pemerintahan daerah akan lebih efisien dalam=produksi dan=penyediaan barang-
barang0publik. Oatesnjuga mengatakan bahwaedesentralisasi fiskal juga 
meningkatkanmefisiensi ekonomi yang kemudian berkaitansssdengan dinamika pertumbuhan 
ekonomi.,, 
Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi dapat dilihat dengan 
mengetahui kinerjagkeuangan daerah. Salah satu--alat ukur yang dapat digunakanbbuntuk 
menganalisis kinerja pemerintahandaerah dalam mengelola keuangandidaerah 
adalahfmelakukan analisis rasio,,keuangan terhadap APBD yangggtelah ditetapkanAdan 
dilaksanakan (Halim, 2007:231). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua-
penerimaan keuanganomsuatu daerah,npenerimaan keuangan daerah bersumber 
darinnpotensi-potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajakkdaerah,Aretribusi daerah 
danjlain-lain, serta penerimaanfkeuangan tersebut diatur oleh peraturanddaerah.  
 




Kota M   2008 2009 N   2010     2011    2012v 
Jembrana, 21,235 33,952 34,380 41,330 46,470 
Tabanan, 87,379 93,840 107,836 141,046 183,295 
Badung 449,674 850,170 979,241 1,406,298 1,870,187 
Gianyar 96,922 112,380 153,617 175,273 261,222 
Klungkung 29,028 29,566 31,331 40,735 48,561 
Bangli 12,655 16,329 16,252 22,961 40,751 
Karangasem 43,005 47,842 62,696 129,556 144,019 
Buleleng 52,662 63,487 86,92 109,167 129,003 
Denpasar 176,072 215,156 257,899 424,959 511,326 
BALI 1,055,454 1,163,947 1,393,730 1,723,807 2,042,091 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014 
 
Berdasarkanppada Tabel 1 menunjukkan secarauumum bahwa terjadi 
peningkatanwpenerimaan Pendapatan=Asli Daerahkepada kabupaten/kota4di Provinsi 
BaliAperiode 2008-2012. PAD dinilai sebagai salah satu indikatorruntuk 
mengukurAkemandirian suatujdaerah kepada pemerintahlpusat dalam kaitan pelaksanaan 
otonomi daerah. Rasio kemandiriankekeuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan 
kemampuan6pemerintah daerah dalam membiayai<sendiri kegiatan_pemerintah, 
pembangunan danpepelayanan kepada masyarakat yang telahvmembayar pajaktdan 
retribusiggsebagai sumber*pendapatan yang diperlukan%daerah. Delavallade (2006) 
menyebutkan bahwa  anggaranppdalam bidang infrastruktur publik diharapkanmmampu 
meningkatkan aksessemasyarakat dalam bidang kesejahteraan sehingga akan terjadiiefisiensi 
dan pada gilirannyaaaakan meningkatkan, pembangunan manusia. 
Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya 
indeksdpembangunan manusia yang dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi dapat 
meningkatkan produktivitas. PertumbuhanAekonomi merupakan perkembangandkegiatan 
dalam perekonomian yanggmenyebabkan barang dan jasa yang diproduksiddalam masyarakat 
bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuranmmasyarakat.	   Pertumbuhannekonomi 
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yang tidak memperhatikan manusia tidakaakan bertahan lama (sustainable)Akarena 
pembangunan manusiapatau peningkatan kualitasoosumber daya manusia menjadi hal yang 
sangatiopenting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional (Firda, 2014). Blakely et 
al.(2002))mengatakan dalam meningkatkanAproduktivitas, pemerintah dapat menggunakan 
strategi Local Economic Development (LED). Peningkatan produktivitas,fakan menyerap 
tenaga kerja sehingga tenaga kerja memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan 
digunakan untuk memperbaiki kualitas SumberrDaya Manusia (SDM) generasi berikutnya. 
Peran pemerintah sebagai penyusunskebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan 
bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan 
masyarakattdalam pembangunan (Anand,11993). 
Produk Domestik Regional Bruto selama ini digunakanqsebagai ukuran penting yang 
digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi era otonomi daerah. 
Wilayah dengan PDRB tinggi, belum tentu memilki IPM yang tinggi pula sebaliknya wilayah 
dengan tingkat IPM rendahhbelum tentu tingkat PDRB daerah tersebut juga rendah.  
 
Tabel 2. Produk Domestik Regional,Bruto Kabupaten/Kota,Provinsi Bali Atas Dasar 




Kota 2008 2009 2010 2011 2012 
Jembrana, 1.586,805 1.663,345 1.739,283 1.836,899 1.945,292 
Tabanan 2.221,759 2.342,711 2.475,715 2.619,687 2.774,393 
Badung 5.196,125 5.528,320 5.886,369 6.280,211 6.738,908 
Gianyar, 3.009,320 3.187,822 3.380,512 3.609,055 3.854,010 
Klungkung 1.182,357 1.240,542 1.307,888 1.383,890 1.467,352 
Bangli 984,129 1.040,363 1.092,116 1.155,898 1.225,103 
Karangasem 1.663,749 1.747,169 1.836,131 1.931,438 1.042,135 
Buleleng, 3.078,504 3.266,342 3.457,475 3.668,884 3.907,935 
Denpasar 5.029,895 5.358,246 5.710,412 6.097,167 6.535,171 
Bali 25.910,325 27.290,945 28.882,493 30.757,776 32.804,381 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014 
 
Berdasarkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 
2012 adanya peningkatan PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. PDRB 
Kabupaten/Kotamdi Provinsi Bali tiap tahunnya terus mengalami peningkatan signifikan 
yang menandakan bahwa Bali berhasil menjalankan program otonomi daerah. Provinsi 
Baliidengan perbedaan polaAdan struktur daerah perekonomian yang terdapat pada masing-
masing daerah menjadi sumber ketimpangan yang juga berdampak terhadap indeks 
pembangunan manusia yang masih belum merata untuk semua daerah. Perubahan paradigma 
sebagai langkah dalam meningkatkan pembangunanmmanusia, pembangunan dilakukan 
dengan pendekatan ekonomi yang bersifat humanis (people center development) dengan 
menjadikan manusia sebagai tujuandakhir pembangunan tidak sebagai alat pembangunan. 
Whithakerrdan Federico (1997) menyebutkan kesejahteraan merupakan 
sistemmsuatukbangsa tentangkmanfaat jasa dalam membantummasyarakat. 
Kesejahteranamasyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  Indeks 
PembangunankManusia dengan presentase yang baik menujukkan bahwa dalam daerah 
tersebutltingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Tabel 3 menunjukkan bahwa 
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali periode 2008-2012,,setiapmKabupaten/Kota 
dipProvinsi Bali mengalami peningkatan, namun masih terdapat daerah dengan tingkat IPM 




yang rendah dibandingkan wilayah lain seperti Karangasem dan Klungkung dengan tingkat 
IPM yang masih dibawah Kabupaten lain. 
 





2008 2009 2010 2011 2012 
Jembrana 72,02 72,45 72,69 73,18 73,62 
Tabanan 73,73 74,45 72,69 73,18 73,62 
Badung 74,12 74,49 75,02 75,24 75,55 
Gianyar 72,00 72,43 72,73 73,43 74,49 
Klungkung 69,66 70,19 70,54 71,02 71,76 
Bangli 69,72 70,21 70,71 71,42 71,8 
Karangasem 65,46 66,06 66,42 67,07 67,83 
Buleleng 69,67 70,26 70,69 71,12 71,93 
Denpasar 77,18 77,56 77,94 78,31 78,7 
BALI 70,98 71,52 72,28 72,84 73,49 
    2Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014 
 
Berdasarkanplatar belakangoyang telah dijelaskan, yang menjadi tujuanpdari penelitian 
ini adalah : 
1) Untukhmenganalisis pengaruhkkemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan 
ekonomi secara simultan-terhadap indekspppembangunan manusia pada 
kabupaten/kotakdi Provinsi Bali periode 2008-2012 
2) Untukhmenganalisis pengaruh kemandirian8keuangan daerah secara parsial 
terhadapwindeks pembangunanlmanusia pada kabupaten/kota di Provinsi+Bali 
periode 2008-2012 
3) Untukhmenganalisis pengaruhjpertumbuhan ekonomi terhadapoindeks 
pembangunanhmanusiagdi provinsi Bali periodel2008-2012. 
 
METODE PENELITIAN   
Lokasippenelitian yang dilakukan adalah padavkabupaten/kota di Provinsi Bali dan 
objek penelitiannya,adalahdkemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan 
indeksppembangunan manusia. Jenisfdata]yang digunakanidalam penelitianwini-yaitu data 
kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik ProvinsiwBali. 
 
TEKNIK ANALISIS DATA 
Teknik analisis yang digunakanaadalah rasio keuangan yang digunakanwuntuk 
mengetahuipkemandirian keuangan&daerah dan regresi linier berganda. variabel 
kemandirian9keuangan daerah didapatkan dengan cara membandigkan PAD dengan total 
belanja daerah. Persamaan regresi linier berganda dituliskan8dalam persamaan berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + µ  ......................................................................................  (1) 
Keterangan : 
Y  =  Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode   2008-
2012. 
X1 =  Rasio kemandirian keuangan daerah 2008-2012 
X2 =  pertumbuhan ekonomi periode 2008-2012 
α =  Konstanta 
β1,β2, =  Koefisien Regresi 
µ =  Kesalahan Pengganggu 
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 Selanjutnyappersamaan regersi tersebut  akan dianalisis menggunakan regresi linier 
bergandapdengan menggunakan data yang berkaitan denganvvariabel yang digunakan dalam 
penelitian ini.m 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kemandirian5keuangan daerah merupakan kondisi kemampuan dari suatu/daerah dalam 
membiayai kegiatan pemerintahannya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan,qpembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumberldana atau  
modal;untuk membiayailpengeluaran pemerintah tersebut (goverment 
expenditure),terhadapbebarang-barang publiky(public goods) dan jasaapelayanannya 
(Gregorius, 2011). Semakinebesar rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin 
mandiri pula suatu daerah tersebut. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa Kabupaten Badung 
memiliki rasiogkemandirian yang cukup tinggi dibandingkan Kabupaten lain setiap tahun. 
Kabupaten Bangli dengan rasio kemandirian yang rendah, ini mencerminkan bahwa 
Kabupaten Bangli masih bergantung dalam hal sumber dana dari pemerintahdpusat. 
Rendahnya kemandirian1keuangan daerah disebabkansminimnya pengelolaanwsumber-
sumberrpendapatan yang berpotensiimeningkatkan PAD (Enceng 2012). Tingkat 
kemandirian fiskal minimmkarenaaadanya peningkatan pengeluaranspemerintah. 
Olehqkarena=itu, pemerintahqdaerah perluumeningkatkan sumberrpenerimaan di 
daerahysehingga pelaksanaanppembangunanndaerah dan pelayananppublik 
terjaminw(Sriyana, 2011). 
 
Tabel 4  Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2008-2012 
(dalam persen) 
 
Kabupaten/Kota 2008 2009  2010 2011 2012 
Jembrana 4,78 7,09 6,93 7,55 6,99 
Tabanan 13,55 13,39 13,25 15,98 17,20 
Badung 36,09 59,48 74,23 89,44 80,12 
Gianyar 15,40 15,67 20,37 19,39 25,95 
Klungkung 7,31 6,58 7,08 8,23 8,10 
Bangli 3,09 3,82 3,45 3,99 6,88 
Karangasem 7,13 7,27 9,57 16,16 15,27 
Buleleng 7,36 8,21 10,38 18,52 11,48 
Denpasar 26,70 27,27 27,47 38,62 39,04 









2008 2009 2010 2011 2012 
Jembrana 5,05 4,80 4,56 5,60 5,90 
Tabanan 5,20 5,44 5,67 5,80 5,90 
Badung 6,91 6,39 6,48 6,69 7,30 
Gianyar 5,80 5,93 6,00 6,70 6,80 
Klungkung 5,00 4,92 5,42 5,81 6,00 
Bangli 4,00 5,70 4,97 5,80 5,98 
Karangasem 5,00 6,77 5,09 6,70 5,73 




Buleleng 5,80 6,10 8,43 6,10 6,50 
Denpasar 6,83 6,53 6,57 6,77 7,18 
BALI 5,97 5,33 5,83 6,49 6,65 
Sumber :Badan Pusat Statistik Bali, 2014. Data Diolah. 
 
Berdasarkan Tabel 5 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota 
di Provinsi Bali rata-rata tumbuh positif, dengan lajuupertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 
Kabupaten Badung dengan laju pertumbuhan sebesar 7,30% , dan pertumbuhan terendah di 
Kabupaten Karangasemjdengan laju pertumbuhan sebesar 5,73% dan Kabupaten Jembrana 
dan Tabanan dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,90% pada tahun 2012. 
 
Hasil Regresi Linier Berganda 
Y   = α + β1X1 + β2X2 + µ ......................................................... (2) 
Ŷ  = 68.849 + 0.084X1 + 0.303X2  
Se  = (1.167)    (0.020)     (0.158) 
t  = (59,004)  (4,309)     (1,914) 
Sig  = (0.000)    (0.000)     (0.062) 
R2  = 0.348 F = 11,210 
Berdasarkan hasilluji statistik F, menunjukkan bahwaknilai Fhitung sebesar 11,210 
dengan nilaissig. Fhitung =0,000 < α =0,05 dapat disimpulkan@bahwa 
variabeleindependenakemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan simultan berdampak 
terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di provinsi Bali periodee2008-
2012. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat. Jika 
mengalami peningkatan yang baik, pembangunan ekonomi dapat dikatakanhbaik. 
Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat. 
Kesejahteraan masyarakat direpresentasikan dengan pembangunan manusia yang oleh 
PBBBmenetapkan ukuran pembangunanJmanusia dengan Indeks PembangunanMManusia. 
IPM merupakan indikator kualitas pembangunankmanusia yang terdapat komponen utama 
didalam adalah angka harapan hidupgdalam pencapaian dibidang kesehatan, angka melek 
huruf dan rata-rata lamassekolah dalam pencapaian bidang kesehatan, dan standar 
kehidupandlayak.   
Puji (2008) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang beranekaragam 
dengan perbedaan level desentralisasi mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah 
daerah mampupmemacu pertumbuhan ekonomi melalui penyedian sarana dan prasarana 
umum. Abimanyu (2005) menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah dalam 
penerapan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakanssecara mandiri dimana dalam 
upaya peningkatan kemandirian tersebut, pelayanan publik perlu ditingkatkan. Oleh karena 
itu, anggaran belanja untuk=pelayanan publik harus lebih besar dibandingkan belanja rutin.  
 
Pengaruh Kemandiriian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembanguanan Manusia 
Variabel kemandirian keuangan daerah secara parsialdberpengaruh signifikan 
terhadap indeksrpembangunan manusia. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 
4,309 dengansnilai sig. thitung 0,000 < α = 0,05ldapat disimpulkan3bahwa variabel 
independenhyang terdiri atas kemandirian,keuangan daerah secara parsial=berpengaruh 
signifikantterhadap indeks pembangunan manusiaspada kabupaten/kota di Provinsi Bali 
periodei2008-2012. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Firda (2014))serta Eko 
(2013) menyebutkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah atau kemandirian 
fiskaltberpengaruh positif terhadap indeksdpembangunan manusia. Kemandirian keuangan 
daerah yangstinggi menggambarkan bahwa suatau daerah telah mampu 
memenuhidkebutuhan keuangannya secara mandiri dan campur tangan pemerintah dalam 
skala kecil. Keuangan2daerah merupakan bagian integralhdari keuangan negara 
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dalamjpengalokasian sumber-sumbersekonomi, pemerataan hasil-hasilspembangunan dan 
menciptakanwstabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik (Aswin, 2011). Peranan 
keuanganwdaerah menjadi semakin penting karena adanya0keterbatasan dana yang 
dapatrdialihkan ke daerah berupaqsubsidi danbabantuan. Selain itu juga karenapsemakin 
kompleksnyagpersoalan yang dihadapifdaerah yang pemecahannyafmembutuhkan 
partisipasisaktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat 
meningkatkan kesiapan daerah untuknnmendorong terwujudnyarotonomi daerahssyang lebih 
nyata dannbertanggungjawab. 
 
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks PembangunanpManusia 
VariabelePertumbuhan ekonomi secara parsialnnberpengaruh signifikan terhadap 
indeks*pembangunan manusia. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 1,914 
dengan nilai sig. thitung 0,000 < α = 0,05 dapat disimpulkanqbahwa variabelwindependen 
yaitu pertumbuhan ekonomi secara parsialkkberpengaruh signifikan terhadap 
indekseepembangunan manusia?pada kabupaten/kota di ProvinsiZBali periode 2008-2012. 
Penelitian Ramirez (1998) menyebutkan bahwa terdapat hubungannpositif antara 
pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia sebagai ukuran dari 
kesejahteraan masyarakat. Decta (2013) menyebutkan bahwa Pertumbuhanddan 
pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan dua arah yang meskipun tidak 
berhubungan secara otomatis namun dapat diperkuat dengan kebijakan yang tepat dari 
pemerintah. Pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang 
mengabaikan pembangunan manusia tidaklah bertahan lama. Denni (2012) dalam penelitian 
yang berjudul Pengaruhgkemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja#modal terhadap 
indeksppembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa 
pertumbuhan ekonomi berpengaruhqpositif dan signifikan3terhadap IPM dan Belanja modal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap0IPM. Pertumbuhan yang tinggi 
akan4meningkatkanependapatan penduduk dan seterusnya taraf hidup,eakhirnya menjamin 
kemakmuran masyarakat,rmeningkatkan tahap kesehatan,kkeharmonian serta kesejahteraan 
yang berkelanjutan yang akan dapat melangsungkanepertumbuhan ekonomi. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkanihasil pembahasan yang telah diuraikankepada bagian sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Kemandirian keuanganedaerah dan pertumbuhan 
ekonomi secarassimultan berdampak signifikan/terhadap]indeks pembangunan\manusia 
kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.hBerdasarkan pada halytersebut 
menunjukkan bahwa kemandirian keuangan7daerah dan pertumbuhan ekonomi berdampak 
terhadap indeks pembangunan manusia dimana jika kemandirian keuangan daerah dan 
pertumbuhan ekonomi meingkat, maka akan0meningkatkan indeksgpembangunan manusia. 
Kemandirianjkeuangan daerah secarabparsial berdampak positifodan signifikan5terhadap 
indeks pembangunanwmanusia kabupaten/kota diuProvinsi Bali tahunl2008-2012. 
Berdasarkan pada=hal tersebut*menunjukkan bahwa peningkatan=kemandirian 
keuangan(daerah berpengaruh terhadap=indeks pembangunan manusia.) Pertumbuhan 
ekonomi secara-parsial berdampak positif dan signifikan terhadap indekswpembangunan 
manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Berdasarkan halotersebut 
menunjukkanpbahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruheterhadap indeks 
pembangunan manusia. 
Berdasarkan simpulan yang diuraikan sebelumnya, berikut saran yang dapat 
diberikan, yaitu pemerintah daerahekabupaten/kota di ProvinsiIBali lebih meningkatkan 
perananndesentralisasi fiskal untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan0efisien. 
Pemerintah diharapkan mampufmeningkatkan aktivitas ekonomi berbasis komoditi potensi 




daerah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Provinsi Bali diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan lebih terfokus pada pemerataan 
pendapatan pada daerah yang masih tertinggal. Perintah diharapkan lebih intensif 
meningkatkan kesejahteraantmasyarakat melalui peningkatanykualitas pendidikantdengan 
menambah[alokasi anggaran dari APBD,]meningkatkan pelayanan kesehatan 
masyarakatmmuntuk meningkatkan{kesehatan masyarakat, serta pemenuhan}kebutuhan 
pokok bagi masyarakatnya. 
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